
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1957, 2017 KEMENKEU. Program THT PNS. Program JKK dan 

JK ASN. Iuran dan Pelaporan.  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 206/PMK.02/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  

NOMOR 241/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN  

IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN  

HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN 

KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan iuran dan pelaporan 

program tabungan hari tua pegawai negeri sipil dan program 

jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian aparatur 

sipil negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan 

Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil 

Negara; 

b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan iuran 

program tabungan hari tua pegawai negeri sipil dan program 

jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian aparatur 

sipil negara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata 

Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan 

Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan 
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Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

Aparatur Sipil Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata 

Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan 

Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

Aparatur Sipil Negara; 

 

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang 

Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan 

Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur 

Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2163); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

241/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN 

IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM 

TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM 

JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN 

APARATUR SIPIL NEGARA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan 

Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua 

Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2163), diubah sebagai 

berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disingkat THT PNS adalah program 

tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri 

Sipil. 

2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat 

JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja 

atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, 

santunan, dan tunjangan cacat bagi Aparatur Sipil 

Negara. 

3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM 

adalah perlindungan atas risiko kematian bukan 

akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian 

bagi Aparatur Sipil Negara. 

4. Kekayaan yang Diperkenankan adalah kekayaan yang 

diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas. 

5. Pengelola Program adalah badan hukum yang 

mengelola program THT PNS dan program JKK dan 

JKM. 

6. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang mengenai perbankan. 

7. Bursa Efek adalah  bursa  efek  sebagaimana  

dimaksud dalam  Undang-Undang  mengenai pasar  

modal. 

8. Surat  Berharga  Negara  adalah  surat  berharga  yang 

diterbitkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia 

termasuk  surat  utang  negara  sebagaimana  

www.peraturan.go.id



2017, No.1957 -4- 

dimaksud dalam  Undang-Undang  mengenai  surat  

utang  negara dan surat berharga syariah negara. 

9. Manajer Investasi adalah manajer investasi 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

mengenai pasar modal. 

10. Reksa dana adalah reksa dana sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang mengenai pasar modal. 

11. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang 

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pengelola 

Program. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 8 

Kekayaan yang Diperkenankan dalam bentuk investasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 

untuk program THT PNS ditempatkan dalam instrumen 

investasi, yang meliputi: 

a. Surat Berharga Negara; 

b. deposito pada Bank; 

c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek; 

d. obligasi yang paling rendah memiliki peringkat BBB 

atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek 

yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di 

bidang pasar modal; 

e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh: 

1. Badan Usaha Milik Negara; 

2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, 

yang memiliki peringkat paling rendah satu poin                

di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik 

Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat 

yang diakui secara internasional; dan/atau 

3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat 

saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh 

persen), yang memiliki peringkat paling rendah sama 

dengan peringkat risiko kredit Negara Republik 
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Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemeringkat yang diakui secara internasional; 

f. sukuk yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau 

yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang 

telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang 

pasar modal; 

g. medium term notes  yang diterbitkan oleh: 

1. Badan Usaha Milik Negara; 

2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, 

yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang 

setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah 

memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar 

modal; dan/atau 

3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat 

saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh 

persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ 

atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek 

yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas     

di bidang pasar modal; 

h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh: 

1. Badan Usaha Milik Negara; 

2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, 

yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang 

setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah 

memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar 

modal; dan/atau 

3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat 

saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh 

persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ 

atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek 

yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas     

di bidang pasar modal; 

i. reksa dana berupa: 

1. reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan 

tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;  

2. reksa dana terproteksi, reksa dana dengan 

penjaminan, dan reksa dana indeks;  

www.peraturan.go.id


